
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMAR 27 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH

DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 7L
Peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun
2OLL tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
kovinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2A14, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang
Persentase Pembagran Hasil Penerimaan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah
Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2018;

1. Undang-Undang Nomor g Tahun Lg67 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2825l;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AA9 tentang
Pajak Daerah dan' Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5Oa9);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
Nomor 82, Tartbahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 523a\

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol+ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2A1.4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Mengingat :



5.

.,

Peraturan Pemerintah Nomor 2A Tahun 1968
tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor I
Tahun tg67 dan Pelaksanaan Pemerintahan di
Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata, Cara Pemberian dan Pema:afaatan
Insentif Pemungutan Pqiak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AtA Nomor ll9 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2OLL tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLL Nomor 31O);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi
Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2Al1., Nomor 2), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
6 Tahun 2OL4 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Ol1
tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol4 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSENTASE
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAI-AM PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi

Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota

dalam lingkup Provinsi Bengkulu.

6.

7.

8.

9.

Menetapkan



4.
5.

6.

7.

8.

-3-

Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi
Bengkulu.
Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu.
Pqiak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pqiak atas
Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor'
Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan
Penerimaan Pqiak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor
setelah dikurangi Biaya Insentif Pemungutan Pqiak
Daerah.

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil PBB-KB antara Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai
berikut :

a. 30 o/o {Tiga Puluh
Provinsi; dan

b. 7O o/o (Tujuh Puluh
Kabupaten / Kota.

Persen) untuk Pemerintah Daerah

Persen) untuk Pemerintah Daerah

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PBB-KB sebanyak 70% (Tujuh Puluh
Persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dibagi antara Pemerintah Kabupaten I Kota dengan
ketenhran sebagai berikut :

a. 3A o/o (Tiga Puluh Persen) dibagi rata per Kabupaten /
Kota; dan

b. 7Oo/o (t\4uh Puluh Persen) dibagi berdasarkan Potensi
Panjang Jalan Kabupatea / Kota.

Pasal 4

Perhitungan Persentase Penerimaan bagt hasil PBB-KB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB III
PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

(1) Bagi Hasil PBB-KB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayar setiap 3
(tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang
disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah
Provinsi Beng$ulu setelah dikurangi insentif
pemungutan pajak.



(2)

-4-

Apabila hasit penerimaan PBB-KB pada tahun
allggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran y"t g bersangkutan, maka bagian Pemerintah
Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun
Anggaran berikutnya.
Pembayaran penerimaan bagi hasil PBB-KB untuk
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan
Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagr Hasil PBB-KB'

(3)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila
terjadi seiisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan
pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah
diperhitungkan pad.a triwr.rlan sebelumnya maka
riiperhitungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundarrgar- Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya daiam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 J:uni 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
nd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR2T

sesuai dengan asiinya
BIRO HUKUM,

00623 199203 1 003
TK.I



C)

o
co

CI
o'
Ot
r-l
cr)
(\I
\o

tr
.E uoEboc o
E.6TZ
Fllc
6Fcj0. boE
..CO
da)

E>s
Fl

\o
+
$
I

f..

$xufi$t$$$HqoqNo.dddco'3

\o
o
o.
o

d
d

b0

(6.I"

0"

d

a(U
9*o:
O-a
aO
(Ud
3r^
a1(d .qTX
Lr
q)
,o
bo
d
.o

so
F-
L
do
o

.o
a

\o

ssssssssssooC\l\oLo\Od\oC\$Oqiaq\qqqqq
O\\ocO+\oLOl.lftOtOl''

ri

o\()q
t'.-

lO

ltltlllllllllllllllssssssssssooooooooooF- r.- b- t'- f'- t- r'- F l'- f*

eo(Q(f)coCf)co(f)cY)CDC')qqqqaqqqqq
r.- r.- D.- l.- f.- F..- F.- t* I..- N
r{ r< F{ Fi F{ Fi Fl r-l t-l r{
6cO€S@@@oo00ao
\oo\o\o\o\olo\o\o\o

NcoF.-|ol.-Oo\OtNroNOl\c)CoC{+0OLOrO
cri r/ioc.jod6*odo$or@.rrOsf,..cr)l'-lOo ro cl+ \o Lo Lo to to t-

XXXXXXXXXX
>=>>>E>=>>VVMUMYMYMM

VMV}4VY}4I(>(M M
(Y)q
D.-
Fi
@.

\o

(d
L. +J

ro(DOa- av
6 S;
Hgs,r.- 6o hoc
€S iU)rdt-v

t
sssssssssscDcDcD()cDcDc)cOCO(v)

\oo\o
Co

co

oooo()ooooo
Fl ri Ft F{ Fl r_{ F{ t"t Fl r{

ssssssoooooo
CO CD CD CO EO CD

\o \o \o \oo\ o\ o\ o\oooo
O? CD CD C{)

F
o
M

z
E]F
o.

m

C\I

Za

=4#3"sHda=
E;[iE z g

iEElZ,'EE*EO fn frl frl fd iii trl ftl < rjMmmcotrJMcD14>

A
J

oz r{ HolcD+to.ot-OO.!

*i
J
'- ,!

>>,9rn ;io=
X'cz
-r.laZOtv

Hr-l *r
rn(J5M
rh
IJH

ilr€
0"

,!

Fz
Em(rl 

==vz6l 4<E z -i4Z

=d* E
iSFX U

ZZ4 HLU_ z
_t_J dcDi\!E dstsa i42rAFTF OZTn> ZD sEc 9DJ AzJ -J3 <7= &>M m<E sxo >di.A EEB EE

C0 t;ZG ZA
E.o 492 #a2a Ir,ts 3=0,N *Sd rrz

EF 8f;3 EE:o? Hz{ :i>N7? =sT 413
EgilHE$h E:3
Hf;EEEiH E*Ar0.zt-0.0.tr HE3

-] 'r, !EAf.<<FF
E,Z
z&<lnHEr\av ,\<F!o*
Ef,ils
oE
?<Fz
kla
/,
rn
o.
z
o.

fiz
rnp"

j
D
T4

lTi

o
&
m

cdh
o
d

d
bo

q)

(6

a
oa

d

($
a


